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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N

Nomor. 66 /Pid.B/2013/PN.BATANG 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama 

dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara 

terdakwa :

Nama Lengkap : KUSWANTO Bin TARAL

Tempat lahir : Batang        

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 27Juni 1970

Jenis kelamin       : Laki – Laki 

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dk.Simbang Rt.02/III Desa Keputon Kec.Blado 

  Kabupaten Batang

Agama : Islam 

Pekerjaaan : Kepala Desa 

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan. 

2 Penuntut Umum tanggal , terhitung mulai tanggal  08 Mei 2013  2012 sampai dengan 

tanggal  27 Mei 2013.

3 Hakim Pengadilan Negeri Batang, terhitung mulai tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan 

tanggal 19 Juni 2013.

4 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batang, terhitung mulai tanggal 20 

Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 21 Mei 2013 , No : 66/Pen.Pid/2013/

PN.BATANG  Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 23 Mei 2013 , No : 66/

Pen.Pid/2013/PN.BATANG Tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara atas nama terdakwa KUSWANTO Bin TARAL beserta seluruh lampirannya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
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Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada 

pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai 

berikut :

1 Menyatakan terdakwa KUSWANTO Bin TARAL bersalah melakukan tindak pidana “ 

dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati “ 

sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSWANTO Bin TARAL dengan pidana penjara 

selama 10 ( sepuluh ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3 Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 ( satu ) lembar surat permohonan klarifikasi fotocopy SKYBS/STTB SLTP atas nama 

KUSWANTO tahun 2009 ;

• 1 ( satu )  bendel laporan penyelenggaraan pemilihan kepala desa Keputon Kec Blado Kab 

Batang tahun 2007

Tetap terlampir dalam berkas;

• 1 ( satu ) lembar surat penghargaan yang sama dengan surat tanda tamat belajar sekolah 

lanjutan tingkat pertama nomor 01Dlp 402 0003508 atas nama KUSWANTO;

• 1 ( satu ) lembar surat keterngan terdaftar sebagai peserta ujian persamaan sekolah lanjutan 

tingkat pertama tahun 1999 nomor 896/101-G3/U/2000 tertanggal 14 Februari 2000 atas 

nama KUSWANTO ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5 Membebani  kepada   terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.1.000,- ( seribu Rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak 

mengajukan pembelaan namun ia merasa cukup sebab merasa bersalah dan meminta agar dijatuhi 

hukuman yang seringannya karena ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji 

tidak mengulanginya lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan anak serta ia masih diinginkan 

oleh warga Desa Keputon untuk tetap memimpin desanya  ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak 

pidana sebagaimana surat dakwaan dari penuntut umum  tertanggal 20 Mei 2013  yang 

selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KUSWANTO BiN TARAL pada hari dan tanggal yang sudah tidak 

diingat lagi pada bulan Nopember tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 

2007 , bertempat di Desa Keputon Kecamatan Blado Kab. Batang atau setidak-tidaknya di tempat 

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja 

memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat 

menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut pada tahun 

2007 di Ds Keputon, Kec Blado,Kab Batang diadakan pemilihan kepala desa dengan calon 

sebanyak 3 ( tiga ) orang . Salah satu syarat administrasi pencalonan kepala desa tersebut adalah 

syarat administrasi diantaranya meliputi SKCK dari Kepolisian, surat pernyataan setia kepada 
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NKRI dan ijazah SLTP atau sederajat. untuk persyaratan ijazah tersebut terdakwa menyerahkan 

SKYBS/ STTB SLTP, ijazah tersebut diserahkan kepada ketua panitia berupa lembar fotokopi 

yang telah dilegalisir serta memperlihatkan ijazah yang asli untuk dilakukan verifikasi keabsahan 

ijazah tersebut. Setelah ijazah tersebut diterima panitia dan dilakukan verifikasi dinyatakan ijazah 

tersebut legal dan terdakwa berhak mengikuti tahapan pemilihan kepala desa berikutnya hingga 

dilakukan pencoblosan. Setelah dilakukan pencoblosan secara langsung oleh masyarakat/ warga 

desa keputon terdakwa mendapatkan suara paling banyak , dinyatakan sebagai pemenang dan 

selanjutnya dilantik menjadi kepala desa Keputon untuk masa jabatan 2008 s/ 2013. Salah satu 

syarat administrasi berupa SKYBS/ STTB SLTP yang dimiliki dan digunakan oleh terdakwa untuk 

persyaratan administrasi tersebut diduga palsu berdasarkan suara di masyarakat selanjutnya 

menanyakan keabsahaan SKYBS/ STTB SLTP milik terdakwa tersebut ke Kantor wilayah 

Depatemen pendidikan dan kebuduyaan daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan korp 

SKYBS/ STTB SLTP tersebut dan berdasarkan surat dari kantor tersebut bahwa SKYBS/ STTB 

STTP atas nama KUSWANTO ? tidak tercatat ? terdakwa mengakui bahwa SKYBS/ STTB SLTP 

miliknya yang dipergunakan sebagai salah satu persyaratan administrasi pencalonan kepala desa 

tersebut didapatkan membeli dari temanya yang tidak dingat namanya di Jakarta seharga Rp. 

3.000.000 ( tiga juta rupiah ) ketika terdakwa bekerja sebagai kuli proyek di Jakarta pada tahun 

1999, selain menyerahkan sejumlah uang tersebut terdakwa juga meneyrehkan identitas diri dan 

beberapa lembar foto hitam putih. Selain 1 ( satu ) lembar SKYBS/ STTB SLTP atas nama dirinya 

terdakwa juga menerima beberapa lembar SKYBS/ STTB SLTP tersebut yang telah dilegalisir, 

terdakwa tidak pernah lulus SLTP , tidak pernah mendaftaf, mengikuti kegiatan belajar mengajar 

kejar paket B atau setingkat SLTP terdakwa juga tidak pernah mengikuti ujian kejar paket B 

dimanapun, terdakwa tidak mengerti dengan cara bagaimana ijazah atau SKYBS/ STTB SLTP atas 

nama dirinya tersebut dibuat, terdakwa hanya menerima sudah dalam bentuk jadi. Selanjutnya 

ketika pada tahun 2007 di desanya ada pendaftaran calon kepala desa terdakwa berminat dan 

mendaftar. Salah satu persyaratan pencalonan kepala desa tersebut adalah SLTP seedejat dan 

terdakwa mempergunakan atau menyerahkan SKYBS / STTB SLTP miliknya tersebut kepada 

ketua panitia pilkades sebagai salah satu persyaratan administrasi. Berdasarkan keterangan 

keterangan dari Drs. ASWIN GINTING staff ahli pada kantor Dinas pendidikan daerah khusus 

Ibukota Jakarta didapatkan keterangan bahwa SKYBS/STTB SLTP dengan nomor 01 Dlp 402 

0003508, nomor ujian 3300821 tahun 1999 ditanda tangani oleh ISMAIL tertanggal 22 Mei 1999 

atas nama KUSWANTO tersebut tidak tercatat dalam register buku arsip register SKYBS/STTB 

SLTP di kanwil Depdikbud Propinsi DKI Jakarta . Drs. ASWIN GINTING menerangkan bahwa 

pada tahun 1999 pada program kejar paket setara SLTP yang diadakan oleh DInas pendidikan 

daerah khusus Ibokota tidak pernah memiliki siswa didik atau perseta kejar paket B atas nama 

KUSWANTO, terdakwa mengakui bahwa pada tahun 1999 tidak pernah mengikuti atau terdaftar 

sebagai peserta didik kejar paket B atau setara SLTP di Jakarta ataupun di daerah lainya ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) 

KUHPidana ;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 

saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya yaitu :

1 Saksi. M.UNTUNG BIN THAMRIN

• Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara 

Penyidikan di Kepolisian ; 

• Bahwa saksi adalah Plt Kades Keputon saat terdakwa mencalonkan diri sebagai Kades 

Keputon pada tahun 2007 ;

• Bahwa saksi sebagai PLT Kades Keputon tidak ikut menjadi panitia pemilihan Kades 

Keputon namun ia tahu salah syarat yang harus dilengkapi yaitu ijasah SLTP ;

• Bahwa saat pemilihan Kades Keputon tersebut salah satu calonnya adalah terdakwa dan 2 

( dua ) kandidat calon Kades ;

• Bahwa terdakwa  waktu  itu  yang terpilih  menjadi Kades Keputon mendapat suara 70 % 

dan ia dilantik pada tanggal 12 Desember 2008 ;

• Bahwa saksi mendapat informasi dari salah satu pasangancalon Kades Keputon yaitu 

Sdr.Usman dan waktu itu mengatakan kalau ijasah yang dimiliki oleh terdakwa diragukan 

keabsahannya ;

• Bahwa selain mendapat informasi dr Sdr Usman, dimasyarakat berkembang isu jika ijasah 

milik terdakwa dengan nomor 01 Dlp.402 0003508 yang dimiliki Terdakwa tanggal 22 

Mei 1999  atas nama Terdakwa o  yang ditanda tangani oleh ketua Panitia ujian persamaan 

sekolah lanjutan tingkat pertama oleh Sdr. Ismail di ragukan keabsahaanya ;

• Bahwa yang saksi tahu , ke 2 ( dua ) kandidat calon Kades Keputon yang tidak terpilih 

yaitu Sdr Usman dan Sdr Sugito akhirnya membentuk Tim Verifikasi yang diketuai oleh 

Sdr Wahyono ;

• Bahwa Tim Verifikasi akhirnya menuju ke Jakarta sambil membawa foto copy ijazah ke 

Kantor dinas Pendidikan Daerah  khusus ibu kota Jakarta  bertemu dengan Bapak Ginting 

dan secara lisan waktu itu dikatakan bahwa ujian persamaan tahun 1999  sejumlah 100 

personil, namun  nama terdakwa tidak tercantum dalam nomor ujian tersebut;

• Bahwa Bapak Ginting saat itu juga menerangkan kepada Tim Verifikasi jika  yang tanda 

tangan dalam ijazah tersebut bukan Ismail melainkan Drs.Darsana Setiawan serta  normor 

angka awal ijasah seharusnya 43 namun yang tertera dalam ijasah 33 ;

• Bahwa saksi mendapat foto copy Ijasah SLTP milik terdakwa dari Panitia Pemilihan 

Kades Keputon karena saat itu ia adalah PLT Kades Keputon ;

• Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari TIM Verifikasi maka selanjutnya melapor 

kepada Pak Camat dan waktu itu akhirnya terdakwa diundang untuk datang dan saat itu 

terdakwa diminta untuk mundur namun ia tidak mau ;

2 Saksi. MASKHUR, S.Sg  BIN ABDURAHIM
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• Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara 

Penyidikan di Kepolisian ; 

•  Bahwa saksi adalah salah satu wakil saksi dari salah satu calon Kades Keputon yaitu Sdr 

Usman ;

• Bahwa saat kelengkapan berkas calon Kades yaitu masalah Ijasah SLTP sempat ada protes 

dari calon kandidat lain tentang keabsahan ijasah milik terdakwa ;

• Bahwa karena ada protes saat itu maka Panitia Pemilihan Kades saat itu membentuk Tim 

Verifikasi yang diketuai oleh Pak Wahyono namun saat itu Tim Verifikasi yang dibentuk 

oleh panitia tidak membuahkan hasil meskipun sudah pergi ke Jakarta sehingga pemilihan 

pencalonan Kades Keputon waktu itu dilanjutkan dan akhirnya terdakwa sebagai 

pemenangnya ;

• Bahwa saksi dihubungi oleh Sdr Teguh untuk membentuk Tim Verifikasi independen 

masalah Ijasah SLTP milik terdakwa untuk diproses secara hukum sehingga waktu itu 

akhirnya ia menyetujuinya dan meminta bantuan LSM Kompak untuk melakukan 

pendampingan ;

• Bahwa saksi  pada bulan Mei 2012 bersama dengan Sdr.Untung  dan  2 Anggota LSM dari 

kompak menuju ke Jakarta ke dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Jakarta ;

• Bahwa saksi saat sampai di Jakarta di kantor dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi 

Jakarta menemui Bapak Aswin Ginting dan saat itu ia menerangkan yang pada intinya 

Ijazah milik terdakwa tidak terdaftar dalam buku Induk nomor Ujian, yang tanda tangan 

sebenarnya bukan Ismail melainkan drs. Darsana Setiawan,  kemudian nomor ujian tertera 

dalam ijasah seharusnya angka awal 43 bukan 33 ;

• Bahwa saat itu Tim Verifikasi juga menerima surat tertulis berupa surat keterangan yang 

menerangkan jika Ijasah milik Terdakwa tidak sesuai dan tidak tercatat dengan Ijasah yang 

dikeluarkan oleh dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Jakarta  ;

3 Saksi. FAHRURROYI Bin KASDI UBAYDI

• Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara 

Penyidikan di Kepolisian ; 

•  Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kades Keputon yang diadakan pada bulan 

Nopember  2007 s/d bulan Desember 2008 ;

• Bahwa saat itu ada 3 ( tiga ) Kandidat Calon Kades Keputon yaitu terdakwa, Sdr Usman, 

dan Sdr Sugito ;

• Bahwa saat itu salah satu persyaratan untuk menjadi calon Kades Keputon yaitu 

menyerahkann Ijasah minimal SLTP yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan 

aslinya ;

• Bahwa saat penyerahan persyaratan Ijasah kepada panitia , ada salah satu kandidat calon 

Kades yaitu Sdr .Usman keberatan dan meragukan keabsahan Ijasah SLTP milik 

terdakwa ;
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• Bahwa saat itu aksi sempat meminta bantuan Sdr Marso selaku pengawas pendidikan luar 

biasa untuk memeriksa ijasah terdakwa namun saat itu ia mengatakan asli sehingga 

akhirnya terdakwa tetap diikutkan sebagai calon Kades dalam pemilihan ;

• Bahwa selain itu saksi juga membentuk Tim Verifikasi yang diketuai oleh Sdr Wahyono 

untuk melakukan pengecekan ke Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jakarta ;

• Bahwa Tim Verifikasi  yang dibentuk pada tangal 27 Nopember 2007 telah melakukan 

pengecekan di Jakarta namun tidak membuahkan hasil sehingga terdakwa saat itu 

diperbolehkan ikut pencalonan sampai pencoblosan penghitungan suara ;

• Bahwa saat itu tidak ada protes dari bakal calon yang lain waktu terdakwa ditetapkan 

sebagai pemenang atau Kades Keputon yang terpilih dengan mendapatkan jumlah suara 70 

% hingga terdakwa dilantik ;

4 Saksi.USMAN Bin ABDUROHIM

• Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara 

Penyidikan di Kepolisian ; 

• Bahwa saksi adalah salah satu bakal calon Kades Keputon yang ikut pencalonan pada awal 

tahun 2007 dimana akhirnya terdakwa yang menang dan terpilih sebagai Kades ;

• Bahwa saksi memang yang mengajukan keberatan atau protes atas ijasah SLTP milik 

terdakwa karena diragukan keabsahannya saat pengajuan syarat kelengkapan berkas untuk 

menjadi bakal calon Kades ;

• Bahwa saksi bersama dengan bakal calon Kades yang lain yaitu Sdr Sugito meminta 

kepada panitia pemilihan Kades untuk melakukan Verifikasi atas keabahan ijasah SLTP 

milik terdakwa dan disepakati akhirnya terbentuk Tim Verifikasi yang diketuai oleh Sdr 

Wahyono ;

• Bahwa hasil Tim Verifikasi yang ia tahu saat itu tidak membuahkan hasil sehingga 

terdakwa tetap diikutkan menjadi calon Kades sehingga akhirnya terpilih menjadi Kades 

periode tahun 2007 sampai dengan 2013 ;

• Bahwa saksi bersama dengan Sdr Untung termasuk adiknya yaitu Sdr Usman akhirnya 

melakukan penelusuran sendiri dengan dibantu sebuah LSM berangkat ke Jakarta di 

Kantor Dinas pendidikan Propinsi Jakarta, namun saat itu ia tidak ikut berangkat  ;

• Bahwa hasil yang dilakukan oleh adiknya Sdr Usman dan Sdr Untung dengan LSM 

ternyata membuahkan hasil setelah bertemu dengan seseorang yang bernama Bapak 

Ginting di kantor dinas pendidikan propinsi Jakarta dan didapati ijazah milik Terdakwa  

tidak tercatat di Kantor Dinas pendidikan Jakarta dan yang tanda tangan di ijazah Bapak 

Ismail yang sebenarnya pada saat itu yaitu Bapak Drs. Darsana Setiawan ;

• Bahwa saksi meragukan keabsahan ijasah milik terdakwa karena pada tahun 1999 yang 

tertulis dalam ijasahnya , ia melihat terdakwa selalu berada di rumahnya dan tidak 

melakukan kegiatan sekolah persamaan di Jakarta ;
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• Bahwa sebagai Kades Keputon, terdakwa mendapatkan gaji berupa pembayaran tanah 

bengkok yang tiap tahun panen 2 ( dua ) kali yang ditafsir  Rp.50.000.000 ( lima puluh juta 

Rupiah ) dimana ia tahu itu karena merupakan mantan kepala desa Keputon sebelumnya ;

5 Saksi. WAHYONO Bin TAADI

• Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara 

Penyidikan di Kepolisian ; 

• Bahwa saksi merupakan Ketua Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan 

Kades Keputon yang ditunjuk untuk menulusuri Ijasah milik terdakwa ;

• Bahwa Tim Verifikasi dibentuk saat itu karena ada protes dari salah satu calon Kades 

Keputon yaiti Sdr Usman dan Sdr Sugito yang meragukan keabsahan ijasah milik 

terdakwa ;

• Bahwa saksi sebagai ketua Tim Verifikasi bersma dengan beberapa anggota akhirnya pergi 

ke Jakarta dengan membawa surat pengantar dari panitia pemilihan Kades dan foto copy 

ijasah mili terdakwa ke kantor pendidikan ;

• Bahwa saat saksi di Jakarta bertemu seseorang di kantor dinas pendidikan yang ia tidak 

tahu namanya dan disarankan untuk pergi ke SMP 5 Jakarta menemui orang yang bernama 

pak Cahyono ;

• Bahwa saksi akhirnya bisa bertemu dengan pak Cahyono, dan saat itu ia menunjukkan 

fotocopy ijasah SLTP milik terdakwa dan waktu itu yang bersangkutan mengatakan  lebih 

baik terdakwa yang punya ijasah ini untuk mundur saja dari Kades ;

• Bahwa setelah dari Jakarta , saksi melaporkan kepada ketua Panitia pemilihan sampaikan 

hasil yang ia dapat dari Jakarta namun tidak ada kepastian dalam bentuk sebuah 

keterangan yang sah dari instansi pendidikan di Jakarta ;

• Bahwa hasil yang saksi dapat oleh panitia pemilihan di serahkan semuanya kepada masing 

– masing calon Kades Keputon dan waktu itu  menerima hasil dari Tim Verifikasi  dan 

tidak keberatan jika terdakwa tetap maju ikut pemilihan Kades Keputon ;

Menimbang, bahwa atas  keterangan saksi – saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan 

tidak berkeberatan atas keterangan yang telah diberikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 

barang bukti berupa alat bukti surat yaitu :

• 1 ( satu ) lembar surat permohonan klarifikasi fotocopy DKYBS/STTB SLTP atas nama 

KUSWANTO tahun 2009 ;

• 1 ( satu ) lembar surat penghargaan yang sama dengan surat tanda tamat belajar sekolah 

lanjutan tingkat pertama nomor 01Dlp 402 0003508 atas nama KUSWANTO;

• 1 ( satu ) lembar surat keterngan terdaftar sebagai peserta ujian persamaan sekolah lanjutan 

tingkat pertama tahun 1999 nomor 896/101-G3/U/2000 tertanggal 14 Februari 2000 atas 

nama KUSWANTO ;
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• 1 ( satu )  bendel laporan penyelenggaraan pemilihan kepala dsa Keputon Kec Blado Kab 

Batang tahun 2007 ;

Terhadap barang bukti tersebut  telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan mereka 

telah membenarkannya sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini  ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi Ahli. Drs.ASWIN 

GINTING Bin MALA yang telah disumpah sesuai dengan keahlian dan 

pengetahuannya,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa saksi ahli bekerja sebagai staf ahli keabsahan surat keterangan yang 

berpenghargaan sama ( SKYBS ) termasuk Surat Tanda Tamat Belajar tingkat SMP/SMA 

pada Dinas Pendidikan Propinsi Jakarta ;

• Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SKYBS adalah surat yang 

bepenghargaan sama dengan Surat Tanda tamat Belajar ( STTB ) ;

• Bahwa syarat SKYBS  yang harus ada adalah peserta tercatat dalam buku register pada 

saat  mendaftar untuk mengikuti dan dinyatakan lulus dan diberikan ijasah SKYBS ;

• Bahwa saksi memang pernah didatangi oleh Tim Verikasi dari Kabupaten Batang dan 

ditunjukkan fotocopy Ijasah milik terdakwa dan waktu itu ia minta waktu untuk 

menulusurinya untk mencari kebenaran ijasah tersebut ;

• Bahwa saksi memang sempat mengamati ijasah milik terdakwa tersebut dan memang 

diragukan kebasahannya karena  ijasah yang dimiliki terdakwa nomor ujian tidak sesuai 

dengan nomor peserta ujian dan yang menadatangani Ijasah yang tertulis Bapak Ismail 

yang sebenarnya Bapak Drs. Darsana Setiawan Msi dan atas nama terdakwa tidak tercatat 

dalam buku arsip di SKYBS tahun 1999 di Kantor Dinas pendidikan dan kebudayaan 

Kantor Wilayah Propinsi Jakarta ;

• Bahwa saksi memang telah mengeluarkan surat No.3506/1.851.523 tanggal 21 mei 2012 

yang menerangkan tentang isi dari ijasah milik terdakwa yang intinya tidak ada dan tidak 

tercatat di Dinas Pendidikan Propinsi Jakarat sebagaimana menjawab surat permintaan dari 

sebuah LSM ;

• Bahwa ijasah yang dimiliki oleh terdakwa tidak tercatat karena Nomor ujian tidak sesuai 

dengan Nomor peserta ujian yang tertera no. 33 yang seharusnya nomor 43, Pelaksanaan 

ujian mulai tanggal 10 Mei  2012 itu tidak benar yang benar adalah tanggal 17 Mei 1999 

sampai dengan tanggal 19 Mei 1999, dan Pengeluaran ijasah yang lulus bukan tanggal 22 

Mei 1999  yang benar tanggal 25 Mei 1999 dan di tanda tangai tertera dalam ijasah Sdr. 

Ismail yang benar Drs. H. DARSANA SETIAWAN Msi ;

• Bahwa jika blangko ijasah yang asli yang dikelurakan jika disinar ultraviolet akan muncul 

dan nampak tulisan ijasah dan tahun ujian namun jika ijasah tersebut tidak muncul seperti 

yang dimaksud sebagaimana milik terdakwa maka bisa dikatakan palsu ;

• Bahwa di dalam buku register peserta dan nomor ujian yang dikeluarkan oleh Kantor 

Dinas Pendidikan Propinsi Jakarta yang mengikuti ujian persamaan serta peserta yang 
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dinyatakan lulus ujian  tidak tercantum nama terdakwa termasuk buku register foto copy 

SKYBS yang dikeluarkan tidak ada nama terdakwa didalamnya ;

• Bahwa saksi ahli menerangkan ijasah bisa dibedakan dari beberapa kategori untuk 

menyatakan suatu ijasah itu bisa dikatakan sah atau tidak yaitu , 1.ijasah dikatakan Asli  

jika blangko serta isi dokumennya benar , 2. Ijasah dikatakan Aspal ( asli palsu ) jika 

blangkonya benar namun isi dokumennya tidak benar, 3. Ijasah dikatakan palsu jika 

blangko dan isi dokumennya tidak benar ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada 

pokoknya menyatakan sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan dari penuntut umum dan mengakui atas 

perbuatan yang ia lakukan ;

• Bahwa terdakwa adalah memang salah satu calon Kades Keputon yang terpilih dan 

menjabat sebagai kepala desa untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun  2013 ;

• Bahwa saat mencalonkan diri dan melengkapi berkas persayaratan berupa ijasah SLTP 

miliknya ada yang mengajukan protes dari pasangan calon kades yang lain dan 

menganggap ijasah miliknya tidak sah ;

• Bahwa terdakwa memasukkan kelengkapan berupa ijasah SLTP milikny itu agar selain 

melengkapi persyaratan dan ia juga bermaksud supaya orang percaya kepada dirinya jika 

ijasah miliknya adalah asli ;

• Bahwa saat itu terdakwa mengatakan ijasahnya yang dimiliknya benar dan ia menyerahkan 

sepenuhnya keputusan atas keberatan itu kepada panitia pemilihan sehingga dibentuk Tim 

Verifikasi ;

• Bahwa saat itu Tim Verifikasi yang dibentuk oleh panitia telah bekerja namun setahu 

terdakwa tidak membawa hasil sehingga semuanya diserahkan kepada para calon Kades 

dan saat itu disepakati tidak ada keberatan lagi dan ia tetap diikutkan dalam pemilihan 

Kades Keputon waktu itu yang ahirnya ia terpilih dengan  mendapatkan suara 70% ;

• Bahwa akhirnya karena terdakwa menang suara dan terpilih maka dilantik menjadi kepala 

desa Keputon saat ini ;

• Bahwa terdakwa memang mengakui kalau dirinya pernah diundang oleh kepala kecamatan 

dan disitu ada banyak orang antara lain Sdr.Untung, Sdr.Usman, Sdr Maskur dan Sdr 

Sugito yang intinya ia diminta untuk mundur menjadi kepala desa namun saat itu ia 

keberatan karena masyarakat keputon yang telah memilihnya menghendaki untuk tetap 

menjadi Kades ;

• Bahwa terdakwa mengakui memang ijasah yang ia miliki didapati dengan cara yang tidak 

benar yaitu ia tidak melakukan kegiatan sekolah dan tidak mengikuti ujian untuk 

mendapatkan ijasah SLTP karena  ia memang  bukan salah satu murid dan peserta ujian ;
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• Bahwa ijasah yang ia miliki tersebut didapat saat ia bekerja sebagai buruh bangunan di 

Jakarta sekitar tahun 1999, ada seorang yang tidak ia kenal menawarinya untuk 

mempunyai ijasah kejar paket setara SLTP ;

• Bahwa atas tawaran itu  ia tertarik dan memberikan sejumlah uang sebanyak atas nama 

Terdakwa dengan Nomor .01Dlp 401 0003508 tertanggal 22 Mei yang dikeluarkan oleh 

Panitia SLTP Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditandatangani 

Ismail sebagai Ketua Panitia;

• Bahwa orang yang yang menawari ijasah tersebut akhirnya datang ke rumah terdakwa dan 

memberikan Ijasah yang dijanjikannya itu dan ia waktu itu diminta membubuhkan tanda 

tangan dan cap tiga jari ke dalam ijasah tersebut ;

• Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia meminta orang tersebut untuk dibuatkan ijasah yang 

dijanjikan dilakukan secara sadar karena ia memang menginginkan ijasah tersebut karena 

suatu saat akan ia pergunakan untuk persiapan, yang akhirnya memang ia pakai untuk 

mendaftarkan diri sebagai calon Kades Keputon ;

• Bahwa selama menjadi kepala desa Keputon, ia mendapatkan gaji berupa tannah bengkok 

sekitar 8 Ha dan mendapat tambahan tunjangan sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu 

Rupiah ) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 

berdasarkan uraian fakta  hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana 

maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 

tunggal  yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP  , yang mengandung  unsur-unsur sebagai 

berikut :

1 Barangsiapa ;

2 Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak 

dipalsukan ;

3 Dipakainya  surat  tersebut  dapat  menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan 

mempertimbangkannya sebagai berikut :

 

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang 

perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga 

mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan 

dari perbuatannya tersebut ;
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Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang laki-laki yang mengaku 

bernama KUSWANTO Bin TARAL yang ketika ditanyakan identitasnya dan sesuai keterangan 

saksi-saksi memang benar dirinyalah yang dimaksudkan sebagai terdakwa sesuai dengan identitas 

terdakwa dalam surat dakwaan dan dalam berkas perkara, dengan demikian unsur pertama telah 

terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan 

tidak dipalsukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ surat ” adalah suatu lembaran kertas yang 

diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung 

makna tertentu yang dapat berupa tulisan tangan, dicetak maupun ditulis dengan menggunakan 

mesin ketik atau komputer dan adalah jenis surat yang dapat menimbulkan hak, menimbulkan 

perjanjian, surat pembebasan hutang ataupun surat yang berisi keterangan untuk suatu perbuatan 

atau peristiwa tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ surat palsu atau yang dipalsukan ” adalah 

surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran, atau surat 

yang seolah-olah berasal dari orang lain selain si pembuat surat, atau surat yang tidak benar tanda 

tangannya karena meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya atau meniru tanda 

tangan orang lain atau menggunakan stempel yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai surat dalam perkara ini berupa Ijasah yaitu 

Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat TandaTamat Belajar Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama  atas nama Terdakwa dengan Nomor .01Dlp 401 0003508 tertanggal 22 

Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Panitia SLTP Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta ditandatangani Ismail sebagai Ketua Panitia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli. Drs. ASWIN GINTING Bin 

MALA  jika ia pernah didatangi oleh LSM Kompak bersama rombongan Tim Verikasi dari 

Kabupaten Batang yang saat itu datang ke kantornya dengan membawa foto copy Ijasah SKYBS 

(Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama) SLTP yang dimiliki oleh terdakwa , dimana waktu 

itu ia ditunjukkan oleh Tim tersebut untuk diminta pendapat apakah memang benar ijasah yang 

dimaksud tersebut adalah benar kebahsahannya ;

Menimbang, bahwa saat itu ia mengatakan kepada Tim tersebut akan mengecek terlebih 

dahulu keberadaan dan akan kebenaran dari Ijasasah SKYBS SLTP milik terdakwa tersebut, 

namun saat itu secara sepintas dari pengamatannya kalau ijasah tersebut memang bisa diragukan 

kebenarannya namun ia ingin lebih memastikan lagi dengan mencari arsip – arsip yang 

berhubungan dengan dikeluarkannya ijasah tersebut ;

Menimbang, bahwa ia akhirnya setelah mencari dan menemukan arsip yaang berhubungan 

dengan ijasah SKYBS SLTP yang dikeluarkan tahun 1999 sebagaimana ijasah milik terdakwa 

ternyata sesuai dengan  (1) daftar nama peserta ujian persamaan SLTP tahun 1999 yang diikuti oleh 

100 peserta, (2) daftar  kolektif nilai Ujian persamaan SLTP kelas III tahun 1999 terdiri dari 100 

orang  namu yang lulus saat itu hanya 98 orang , (3 ) Arsip ijasah SKYBS SLTP pada Dinas 
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Pendidikan Propinsi Jakarta Tahun 1999, ternyata tidak ada nama KUSWANTO Bin TARAL 

( terdakwa ) sebagai perserta ujian maupun   siswa yang lulus dalam ujian persamaan tersebut 

termasuk ijasah SKYBS SLTP ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu setelah ia melakukan pemeriksaan  lebih lanjut atas 

ijasah SKYBS SLTP milik terdakwa yang dikeluarkan pada tahun 1999, ia saat itu adalah 

merupakan salah satu anggota panitia sebagai Stafdikmenum pada saat penyelenggaran ujian 

persamaan SLTP tersebut yang mana salah satu tugasnya memberikan paraf pada ijasah yang akan 

ditandatangani oleh Ketua Panitia saat itu yaitu bapak Drs.H.Darsana Setiawan, Msi  sehingga ia ta 

tahu persis mana ijasah yang benar yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara karena blangko 

ijasah yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah peserta yang lulus dalam ujian persamaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian yang dilakukan olehnya ( saksi 

ahli Drs.Aswin Ginting ) setelah dirangkum maka bisa dikatakan ijasah SKYBS SLTP milik 

terdakwa sesuai kesimpulan dari data yang ia peroleh yaitu (1) nomor ujian tidak sesuai dengan 

Nomor peserta ujian yang tertera no. 33 yang seharusnya nomor 43, (2) pelaksanaan ujian mulai 

tanggal 10 Mei  1999  itu tidak benar yang benar adalah tanggal 17 Mei 1999 sampai dengan 

tanggal 19 Mei 1999, dan (3) pengeluaran ijasah yang lulus bukan tanggal 22 Mei 1999  yang 

benar tanggal 25 Mei 1999 dan di tanda tangani tertera dalam ijasah Sdr. Ismail yang benar Drs. H. 

DARSANA SETIAWAN Msi ;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi ahli tersebut diatas dikuatkan juga dengan surat 

resmi yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei ditandatangani  oleh Drs.H.ABDUL HAMID,Msi 

yang pada kesimpulannya menerangkan ijasah SKYBS SLTP  atas nama Terdakwa dengan 

Nomor .01Dlp 401 0003508 tertanggal 22 Mei yang dikeluarkan oleh Panitia SLTP Kanwil 

Depdikbud Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditandatangani Ismail sebagai Ketua Panitia 

adalah tidak tercatat dalam arsip, dimana surat resmi ini merupakan surat untuk menjawab 

permohonan klarifikasi yang diminta oleh LSM Kompak dan Tim Verifikasi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli tersebut sesuai dengan keterangan saksi 

M.UNTUNG dan saksi MASKUR,SAg yang menerangkan di depan persidangan bahwa mereka 

saat itu berangkat ke Jakarta dengan didampingi oleh LSM Kompak ke kantor Dinas Pendidikan 

Propinsi DKI Jakarta dan disana mereka bertemu dengan Drs.Aswin Ginting yang waktu  itu 

mereka menunjukkan fotocopy ijasah SKYBS SLTP milik terdakwa yang saat itu diragukan 

keabsahannya saat memasukkan persyaratan untuk mencalonkan diri menjadi Kades Keputon dan 

memang ternyata setelah mendapat penjelasan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas 

Pendidikan Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan arsip yang dimiliki ijasah tersebut ternyata tidak 

tercatat  dan apa yang tertulis dalam ijasah itu tidak sesuai dengan kenyataannya dengan ijasah asli 

yang dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli dan saksi – saksi terbut diatas dikuatkan oleh 

pengakuan dari terdakwa sendiri yang memang merasa bersalah dan menyesal akan perbuatan yang 

ia lakukan yaitu ijasah SKYBS SLTP yang ia miliki itu memang tidak benar karena didapatkan 
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dengan cara ia tidak melakukan sekolah atau menjadi siswa termasuk sebagai peserta ujian 

persamaan tingkat SLTP yang diadakan pada tahun 1999, namun saat di tahun itu ia memang pergi 

ke jakarta tetapi dalam rangka bekerja sebagai buruh bangunan dan ditempat ia bekerja didatangi 

seseorang yang menawarkan untuk mendapatkan ijasah SLTP tanpa ikut ujian tertulis tetapi ia 

harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk mendapatkan ijasah tersebut , dan 

akhirnya ia menerima tawaran orang tersebut dan selanjutnya ia menyerahkan uang tersebut beserta 

pas foto ukuran 3x4 1 ( satu ) lembar dan identitas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelelah itu terdakwa didatangi dirumahnya oleh orang yang 

menawarkan ijasah tersebut dan membantunya membuatkannya , dimana saat itu ia diminta 

membubuhkan tanda tangan dan mencapkan tiga jari tangan tengahnya kedalam ijasah tersebut 

yang akhirnya ijasah tersebut yang ia pakai untuk persyaratan pencalonan dirinya  sebagai Kades 

Keputon ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah 

memakai surat palsu yang diwujudkan dalam perbuatan tertentu misalnya menyerahkan, 

menunjukkan, mengirimkan, menjual, menukar, menawarkan dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seolah-olah asli atau tidak dipalsukan” 

mengandung pengertian dengan digunakannya surat yang demikian telah membuat orang-orang 

terpedaya karena menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan di Desa Keputon ada pemilihan kepala 

desa untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 yang akhirnya dibentuk panitia 

pemilihan kepala desa Keputon Keacamatan Blado Kabupaten Batang yang diketuai saat itu oleh 

saksi FARRUR ROZI, dimana dalam pencalonan kepala desa tersebut ada 3 ( tiga ) calon yang ikut 

dalam pemilihan dan salah satunya adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa pemilihan kepala desa Keputon tersebut untuk menjadi calon Kades 

harus melengkapi berkas persyaratan yang salah satu syaratnya adalah memiliki ijasah atau Surat 

Tanda Tamat Belajar SLTP dan setingkatnya, selanjutnya terdakwa waktu itu memasukkan syarat 

tersebut yaitu ijasah SKYBS SLTP yang ia miliki dengan Nomor .01Dlp 401 0003508 tertanggal 

22 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Panitia SLTP Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta ditandatangani Ismail sebagai Ketua Panitia ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa menyerahkan ijasah SKYBS SLTP miliknya kepada 

panitia pemilihan Kades untuk kelengkapan berkas calon Kades, saat itu ada protes dari salah satu 

calon Kades yaitu saksi Usman yang meragukan keabsahan ijasah milik terdakwa sehingga 

akhirnya panitia pemilihan kepala desa sempat menanyakan kepada membentuk Tim Klarifikasi 

tertanggal 24 Nopember 2007  yang saat itu diketuai oleh Saksi Wahyono untuk mencari kebenaran 

ijasah milik terdakwa di Dinas Pendidikan Pripinsi di Jakarta namun pada kesimpulannya Tim 

Verifikasi tidak membuahkan hasil atau mendapat temuan, yang akhirnya Tim Verifikasi 

melaporkannnya kepada Ketua Panitia pemilihan Kades dan saat itu dihadiri oleh masing masing 

calon Kades termasuk terdakwa, dimana waktu hasil yang tidak didapat di Jakarta diserahkan   

keputusan  kepada masing – masing calon Kades yang melakukan protes atas ijsah terdakwa 
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tersebut dan waktu itu disepakati bersama kalau terdakwa tetap diikutkan dalam pemilihan Kades 

Keputon periode tahun 2007 s/d tahun 2008 sesuai SK Panitia N0.140/ 03/2007 tentang penetapan 

calon kades ;

Menimbang,bahwa hal  sebagaimana tersebut diatas  dituangkan dalam Berita Acara yang 

ditandantangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kades yang diadakan di Balai Desa 

Keputon tertanggal  28 Nopember 2007 yang dihasilkan adalah (1) Tim Klarifikasi tidak 

mendapatkan hasil , (2) Sepakat tidak diadakan klarifikasi ulang, dan (3) ketiga bakal calon Kades 

Keputon telah memenuhi pesyaratan administrasi dan dinyatakan menjadi calon Kades Keputon 

dan dapat mengikuti tahap selanjunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil kesepakatan dalam berita acara tersebut 

diatas akhirnya pada hari senin tanggal 17 Desember 2007 diadakan pemungutan suara 

sebagaimana dituangkan dalam keputusan panitia pemilihan Kades No.150/05/P2KD/2007 yang 

diikuti oleh ketiga pasangan calon yaitu Sdr Usman, Sdr Sugito termasuk terdakwa ( Kuswanto ) , 

dimana dihasilkan suara yang masing – masing untuk Sdr. Sugito sebanyak 293 suara, Sdr Usman 

263 suara, sedang terdakwa 1.015 dari hasil hasil suara yang diperoleh tersebut ditetapkan dalam 

SK Panitia Kades No.140/03/P2KD/2007 tertanggal 17 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa memperoleh suara terbanyak yaitu 1015 suara maka 

akhirnya terdakwa ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih yaitu desa keputon kecamatan 

blado kabupaten batang oleh badan permusyawaratan desa  sesuai SK BPD ( badan 

permusyawaratan dea ) Desa Keputon Kecamatan Blado Kabupaten Batang No.140/02/2007 

tertanggal 17 Desember 2007 yang mana salah satu isi dari SK Penetapan tersebut dalam 

penetapan pertama yaitu menetapkan KUSWANTO ( terdakwa ) sebagai calon kepala desa terpilih 

, dan penetapan kedua yaitu calon kepala desa yang terpilih akan dilantik menjadi Kades oleh 

pejabat yang berwenang dan akan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku , penetapan ketiga yaitu masa jabatan kades adalah 6 ( enam ) tahun 

terhitung sejak tanggal pemilihan ;

Menimbang, bahwa unsur  “ dengan sengaja ”  yang  dimaksudkan dalam Pasal 263 ayat 

(2) KUHP mengandung pengertian (1) pelaku menghendaki melakukan perbuatan memakai, (2) 

pelaku sadar atau menginsyafi bahwa surat yang ia gunakan itu adalah surat palsu atau surat yang 

dipalsu, (3) pelaku sadar atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu seolah-olah memakai seperti 

surat asli dan tidak dipalsu, dan (4) pelaku  sadar  atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu 

dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa sebagaimana fakta dalam persidangan yang 

menyatakan bahwa dirinya memang sedang “melakukan persiapan “, dimana saat terdakwa 

ditanya oleh Majelis Hakim di depan persidangan apa yang dimaksud dengan “ melakukan 

persiapan” saat itu ia terdakwa menjawab adalah untuk menjadi calon kepala desa keputon dimana 

ia bertempat tinggal, sehingga akhirnya disini adalah titik tolak dari awal terdakwa memang 

mempunyai niat dan diteruskan perbuatannya yaitu saat ia yang bekerja di jakarta tahun 1999 
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ditawari oleh seseorang untuk mendapatkan ijasah SKYBS SLTP tanpa menjadi siswa sekolah atau 

menjadi peserta ujian SLTP langsung memperoleh ijasah , maka waktu itu terdakwa  mau 

menerima tawaran itu dengan syarat memberikan sejumlah uang sebanyak sebesar Rp.3.000.000,- 

untuk mendapatkan ijasah tersebut , dan selanjutnya ia menyerahkan uang tersebut beserta pas foto 

ukuran 3x4 1 ( satu ) lembar dan identitas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelelah itu terdakwa didatangi dirumahnya oleh orang yang 

menawarkan ijasah tersebut dan membantunya membuatkannya , dimana saat itu ia diminta 

membubuhkan tanda tangan dan mencapkan tiga jari tangan tengahnya kedalam ijasah tersebut 

yang akhirnya ijasah tersebut yang ia pakai untuk persyaratan pencalonan dirinya  sebagai Kades 

Keputon ;

Menimbang, bahwa ijasah SKYBS SLTP milik terdakwa itu akhirnya dimasukkan oleh 

terdakwa untuk melengkapi persyaratan calon kades sebagaimana keinginannnya sampai harus “ 

melakukan persiapan “ , dimana selanjutnya terdakwa ditetapkan menjadi salah satu calon yang 

mengikuti pemilihan kepala desa dan memenangkan suara terbanyak dari pemilihan tersebut 

sehingga terdakwa kemudian ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih sesuai SK BPD ( badan 

permusyawaratan desa ) Desa Keputon Kecamatan Blado Kabupaten Batang No.140/02/2007 

tertanggal 17 Desember 2007 yang mana salah satu isi dari SK Penetapan tersebut dalam 

penetapan pertama yaitu menetapkan KUSWANTO ( terdakwa ) sebagai calon kepala desa 

terpilih, dan berdasarkan SK dari BPD ( badan permusyawaratan dea ) Desa Keputon Kecamatan 

Blado Kabupaten Batang No.140/02/2007 tertanggal 17 Desember 2007 kemudian terdakwa di 

lantik oleh Bupati Batang untuk menjabat Kepala Desa Keputon untuk periode masa tahun 2007 s/

d tahun 2013  ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas 

Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dakwaan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dipakainya surat tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Menimbang, bahwa kata “dapat“ itu dapat diketahui , bahwa “ kerugian “ seperti yang 

dimaksud  tidaklah  perlu  harus  benar – benar  timbul  hal  ini  sebagaimana disyaratkan dalam  

Pasal 263 ayat (2 ) KUHP itu, baru kemungkinan saja akan adanya “ kerugian”  itu sudah cukup , 

artinya “ kerugian “ yang dimaksud bukan hany akerugian yang bersifat kebendaan saja melainkan 

juga yang tidak bersifat kebendaan misalnya adalah kepentingan masyarakat ;

Menimbang, bahwa kerugian yang mungkin terjadi akibat dari pemakaian surat palsu atau 

surat yang dipalsu itu tidak perlu nyata-nyata telah timbul. Kemungkinan adanya kerugian tidak 

harus ditujukan kepada orang tertentu melainkan berlaku bagi siapa saja dan tidak harus berupa 

kerugian yang bernilai atau dapat dinilai dengan uang akan tetapi juga dapat berupa kerugian dalam 

hal kemasyarakatan, kesusilaan dan kehormatan ;

Menimbang, bahwa kerugian akibat dari perbuatan terdakwa yang “ dapat ” ditimbulkan 

yaitu dengan dikeluarkan atau diterbitkannya SK BPD ( badan permusyawaratan desa ) Desa 

Keputon Kecamatan Blado Kabupaten Batang No.140/02/2007 tertanggal 17 Desember 2007 yang 
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mana salah satu isi dari SK Penetapan tersebut dalam penetapan pertama yaitu menetapkan 

KUSWANTO ( terdakwa ) sebagai calon kepala desa terpilih , dan penetapan kedua yaitu calon 

kepala desa yang terpilih akan dilantik menjadi Kades oleh pejabat yang berwenang dan akan 

diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku , penetapan ketiga 

yaitu masa jabatan kades adalah 6 ( enam ) tahun terhitung sejak tanggal pemilihan , maka akan “ 

dapat “ menimbulkan sebuah kerugian  dalam hal ini setiap proses pemilihan kepala desa keputon 

yaitu diawali pembentukan panitia pemilihan kelapa desa Keputon , pembentukan Tim Klarifikasi 

masalah Ijasah SKYBS SSLTP milik terdakwa, 2 ( dua ) pasang calon kepala desa yang saat itu 

mengikuti pemilihan kepala desa yang mana pasti memerlukan anggaran dalam rangka pemilihan 

kepala desa tersebut dan hak kontitusi untuk menang oleh calon kepala desa yang lain seandainya 

terdakwa tidak mengikuti pemilihan karena tidak mempunyai ijasah yang dipersyaratkan ;

Menimbang, bahwa “kerugian”  itu  termasuk juga adalah pengeluaran yang dikeluarkan 

oleh pemerintahan Kabupaten Batang yang memberikan dana penyelenggaran pemilihan kepala 

desa dan gaji berupa tanah bengkok yang diterima oleh terdakwa sebagai kepala desa untuk diolah 

dan dihasilkan sejumlah uang dari tanah tersebut serta tunjangan jabatan yang ia terima sebesar 

Rp.500.000,- setiap bulannya tetapi yang lebih penting dan utama yaitu pelayanan masyarakat akan 

kepala desa akhirnya tidak bisa dilakukan optimal katena terdakwa menjalani proses perkara  , 

sehingga disini dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa  tidak hanya dikatakan 

“ dapat “ saja namun bisa dikatakan telah menimbulkan kerugian karena perbuatan terdakwa 

berdampak sangat luas yaitu menyangkut kepentingan orang banyak / atau kepentingan umum  ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dakwaan 

ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan 

terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis 

Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “ menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan “  yang didakwakan 

kepadanya, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan 

bersalah sebagiamana dalam dakwaan penuntut umum namun Majelis Hakim tidak sependapat 

dengan lamanya tuntutan yang dimintakan oleh penuntut umum dengan alasan sebagaimana surat 

yang diterima dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang dan diteruskan kepada 

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara terdakwa yaitu surat dari Pemerintahan 

Kecamatan Blado yang ditandatangani oleh Kepala Kecamatan , surat dari warga masyarakat blado 

dan surat dari Badan Perwakilan Desa Keputon yang intinya menyatakan bahwa terdakwa selama 

menjadi Kepala Desa Keputon mempunyai kinerja yang baik dalam melayani masyarakat serta 

berperilaku baik dan menjadi panutan masyarakat serta masyarakat Desa Keputon memberi 

dukungan atas kinerja terdakwa karena selama memimpin Desa Keputon mengalami kemajuan 

pembangunan yang pesat, atas alasan tersebut maka Majelis Hakim mempunyai alasan yang patut 

dan layak untuk meringankan hukuman bagi terdakwa karena ternyata terdakwa terlepas 
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melakukan perbuatan pidana dan terbukti namun secara sosisologis ternyata kepribadian terdakwa 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa dianggap baik dan didukung oleh 

masyarakatnya sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nanti lamanya 

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, 

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari 

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan  pembenar  dan  atau alasan pemaaf, oleh 

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus 

dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa 

harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu 

harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

• Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat ;

• Perbuatan terdakwa telah merugikan pemerintahan desa Keputon dan Kabupaten Batang  ;

Hal yang meringankan :

• Terdakwa belum pernah dihukum ;

• Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan , berjanji tidak mengulangi 

perbuatannya  ;

• Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

• Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh warga masyarakat Desa Keputon ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menjalani masa 

penahanan maka terhadap masa  penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan   

seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini  terdapat cukup alasan menurut hukum , maka 

terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; 

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

• 1 ( satu ) lembar surat permohonan klarifikasi fotocopy SKYBS/STTB SLTP atas nama 

KUSWANTO tahun 1999 ;

• 1 ( satu ) lembar surat penghargaan yang sama dengan surat tanda tamat belajar sekolah 

lanjutan tingkat pertama nomor 01Dlp 402 0003508 atas nama KUSWANTO;

• 1 ( satu ) lembar surat keterngan terdaftar sebagai peserta ujian persamaan sekolah lanjutan 

tingkat pertama tahun 1999 nomor 896/101-G3/U/2000 tertanggal 14 Februari 2000 atas 

nama KUSWANTO ;

• 1 ( satu )  bendel laporan penyelenggaraan pemilihan kepala dsa Keputon Kec Blado Kab 

Batang tahun 2007 ;
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Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana diatas,Majelis Hakim berpendapat selayaknya jika 

tetap terlampir dalam berkas perkara dan dirampas untuk dimusnahkan ,supaya tidak bisa 

dipergunakan untuk kepentingan yang bisa menimbulkan  kerugian ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka  

harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini merupakan  

bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Mengingat, pasal 263 ayat (2) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang 

berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I 

1 Menyatakan terdakwa   KUSWANTO BIN TARAL  telah terbukti secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menggunakan surat palsu atau 

yang dipalsukan ” ;

2 Menjatuhkan  pidana  kepada terdakwa tersebut oleh karena  itu  dengan   pidana  

penjara selama  5 ( lima ) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar  terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

• 1 ( satu ) lembar surat permohonan klarifikasi fotocopy SKYBS/STTB SLTP atas nama 

KUSWANTO tahun 1999 ;

• 1 ( satu )  bendel laporan penyelenggaraan pemilihan kepala desa Keputon Kec Blado Kab 

Batang tahun 2007 ;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

• 1 ( satu ) lembar surat penghargaan yang sama dengan surat tanda tamat belajar sekolah 

lanjutan tingkat pertama nomor 01Dlp 402 0003508 atas nama KUSWANTO;

• 1 ( satu ) lembar surat keterangan terdaftar sebagai peserta ujian persamaan sekolah 

lanjutan tingkat pertama tahun 1999 nomor 896/101-G3/U/2000 tertanggal 14 Februari 

2000 atas nama KUSWANTO ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebankan  kepada  terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- 

( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang 

pada hari SELASA, tanggal 25 Juni 2013  dengan susunan SUPRAPTI,SH,MH  sebagai Hakim 
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Ketua, KUKUH KURNIAWAN, SH  dan ENDANG LESTARI,SH,MKn  masing - masing 

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 

hari SELASA, tanggal  2  Juli  2013   oleh  Majelis Hakim tersebut ,dengan dibantu oleh  

CARTO,SH  panitera pengganti  pada Pengadilan Negeri Batang dengan  dihadiri  oleh   MS ARI 

SIREGAR , SH  Jaksa  Penuntut  Umum  pada Kejaksaan Negeri Batang, dan juga terdakwa ;

        HAKIM ANGGOTA,       HAKIM KETUA,

  KUKUH KURNIAWAN,SH             SUPRAPTI,SH,MH

 ENDANG LESTARI,SH,MKn                                PANITERA PENGGANTI,

                                  CARTO,SH
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